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Abstrak 

 Tujuan penulis melakukan penelitian ini agar dapat memahami ketentuan 

perlindungan hukum terhadap konsumen layanan pinjaman online dan mengetahui upaya  

penyelesaian hukum yang didapat ditempuh konsumen pinjaman online terkait permasalahan 

hukum yang dialami masyarakat. Penulis dalam penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan yang 

telah ada ( Normatif).  Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum pinjaman 

online dirasa masih kurang karena keterbatsan literasi teknologi informasi bagi konsumen , 

keterbatasan ini mengakibatkan konsumen tidak memikirkan bahaya resiko meminjam secara 

mudah yang ditawarkan dari berbagai layanan keuangan. Maka perlu melakukan kajian mengenai 

literasi informasi antara sipeminjam dan si pemberi pinjaman (pengusaha layanan keuangan 

berbasis online), literasi berupa pengetahuan Teknologi Informasi yang dijelaskan menurut  pasal 

26 adalah bahwa pengusaha layanan pinjaman online (pinjol) mempunyai kewajiban untuk 

menjaga keutuhan, kerahasiaan,  dan ketersediaan daripada data – data konsumen  semenjak 

diperolehnya data-data sampai dimusnahkannya  data- data tersebut. . Sanksi yang diberikan 

terhadap penyelenggara dalam kaitannya dengan pelanggaran data – data  pribadi merujuk kepada  

pasal 47 ayat (1) yaitu : Memberikan  peringatan tertulis, membayar  sejumlah uang tertentu 

(denda) , serta membatasi usaha atau kegiatan sampai dengan  pencabutan ijin usaha.. 

Dan ditegaskan lagi didalam  Undang-undang No 19 Tahun 2016 ( perubahan Atas Undang 

– Undang Nomor 11 Tahun 2008) perihal Informasi Dan Transaksi dimana didalamnya memuat 

pasal-pasal mengenai  pemberian perlindungan terhadap konsumen layanan pinjaman online 

(pinjol ) yaitu Pasal 45 ayat (3) . 

 Selain itu perlu adanya kerjasama antara Kemkominfo Republik Indosia, Otoritas Jasa 

Keuangan serta aparat  berwajib dalam melakukan pengawasan, peningkatan literasi digital 

masyarakat. 

Kata Kunci: Fintech, OJK, Layanan Pinjaman Online  
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Abstract 

The author's purpose of conducting this research is to understand the provisions of legal 

protection for consumers of online loan services and find out the legal settlement efforts obtained 

by online loan consumers regarding legal problems experienced by the community. The author in 

this study examines various existing policies (normative). The results of the discussion show that 

legal protection for online loans is still lacking due to limited information technology literacy for 

consumers, this limitation causes consumers not to think about the dangers of borrowing easily 

offered from various financial services. So it is necessary to conduct a study on information 

literacy between the borrower and the lender (online-based financial service entrepreneur), 

literacy in the form of Information Technology knowledge described according to article 26 is that 

online loan service entrepreneurs (loans) have an obligation to maintain integrity, confidentiality, 

and availability. than consumer data since the data was obtained until the data was destroyed. . 

Sanctions given to organizers in relation to personal data violations refer to Article 47 paragraph 

(1), namely: Giving written warnings, paying a certain amount of money (fines), and limiting 

business or activities to the revocation of business licenses. 

And it is reaffirmed in Law No. 19 of 2016 (amendment to Law No. 11 of 2008) regarding 

Information and Transactions which contains articles regarding the provision of protection for 

consumers of online loan services (pinjol), namely Article 45 paragraph (3) . 

In addition, there is a need for cooperation between the Ministry of Communication and 

Information of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority and the authorities in 

conducting supervision and increasing public digital literacy. 

Keywords: Fintech, OJK, Online Loan Services 
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Ringkasan 

 Tujuan penulis melakukan penelitian ini agar dapat memahami ketentuan 

perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online dan mengetahui upaya  

penyelesaian hukum yang didapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan 

hukum yang dialami masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian 

Normatif.  Adapun  Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu : Metode Statue 

Aproach atau pendekatan perundang-undangan  dan Metode Conseptual Approach atau 

pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pinjaman 

online dirasa masih kurang karena keterbatsan literasi teknologi informasi bagi konsumen , 

keterbatasan ini mengakibatkan konsumen tidak memikirkan bahaya resiko meminjam secara 

mudah yang ditawarkan dari berbagai layanan keuangan.  

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen  pengguna pinjaman online 

maka ada beberapa  aturan perundang-undangan  yang dapat diterapkan  yaitu : Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 pasal 26 a ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (3), pasal 45 B.1999 . Didalam  pasal 26 

disebutkan  bahwa pengusaha layanan pinjaman online (pinjol) mempunyai kewajiban untuk 

menjaga keutuhan, kerahasiaan,  dan ketersediaan daripada data – data konsumen  semenjak 

diperolehnya data-data sampai dimusnahkannya  data- data tersebut. . Sanksi yang diberikan 

terhadap penyelenggara dalam kaitannya dengan pelanggaran data – data  pribadi merujuk kepada  

pasal 47 ayat (1) yaitu : Memberikan  peringatan tertulis, membayar  sejumlah uang tertentu 

(denda) , serta membatasi usaha atau kegiatan sampai dengan  pencabutan ijin usaha.. 

 Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai upaya penyelesaian 

hukum pinjaman online illegal  yaitu : Pengaduan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan 

Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Selain itu perlu adanya kerjasama antara Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dengan Otoritas Jasa Keuangan , pengawasan oleh pemerintah 

melalui pendaftaran kepada instansi yang berwenang yaitu OJK, dibuatnya undang-undang 

sebagai payung hukum  yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan penindakan 

terhadap pinjaman online illegal, serta konsumen diharapkan untuk memastikan terlebih dahulu 

sebelum melakukan pinjaman apakah penyelenggara pinjaman sudah terdaftar dan mempunyai ijin 

dari Otoritas jasa Keuangan. 
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